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PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG
STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran
2013 perlu dipedomani dengan Standar
Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu mengatur Standar Biaya Belanja
Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2013 yang di tetapkan dengan
Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6

11.

12.

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2006
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2006
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 41
Tahun 2007 tentang  Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran
dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 41);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua  Atas
Peraturan  Menteri Dalam = Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam = Negeri
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan @ Menteri Dalam = Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah;

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor S58/PMK.02/2008 tentang
Besaran Biaya Operasional Panitia
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Pembangunan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

Peraturan  Menteri Dalam = Negeri
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 37/PMK.02/2012 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rincian Urusan
Pemerintahan yang Dilaksanakan

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 19);



2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13

Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 20)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 36);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14
Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor
22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 38);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun
2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 17 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 18 Seri A);

Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 2

Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah sebagaimana di
maksud dalam pasal 1 Peraturan Walikota ini adalah untuk:

a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja program
atau kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan
daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja; dan

b. alat wukur belanja program atau kegiatan dan
penyeragaman satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Pasal 3

Standar Biaya Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Peraturan Walikota ini merupakan pedoman dalam
penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Cirebon, sehingga dalam pelaksanaannya
dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
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Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 September 2012

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
1 September 2012

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 60



